BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI BADUNG,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efesien guna meningkatkan kinerja dan
pelayanan publik yang berkualitas, perlu penyederhanaan
birokrasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan
reformasi birokrasi;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor
17);

. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2021 Nomor 73);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 73) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Badung.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Badung.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah  Sekretariat Daerah

Kabupaten Badung.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya  disebut  Sekretariat DPRD  adalah

Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Badung.

10. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Badung.

11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Badung.

12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas atau Badan.

13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk
dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

14. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas
Camat.

15. Dihapus.
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a.

b.

Sekretaris Daerah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
terdiri dari :

1.

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional; dan

Bagian Kerja Sama terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri

dari :

1. Bagian Perekonomian terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

4. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

1.

Bagian Umum terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli
dan Kepegawaian; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
terdiri dari :
a) Sub Bagian Protokol; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan
Rumah Tangga; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bagian Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional ;dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi  Inspektorat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan,;
dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Inspektur Pembantu [, membawahi jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan
dan Auditor;

d. Inspektur Pembantu II, membawahi jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan
dan Auditor;

e. Inspektur Pembantu III, membawahi jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan
dan Auditor;

f. Inspektur Pembantu [V, membawahi jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan
dan Auditor;



g. Inspektur Pembantu V, membawahi jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan
dan Auditor; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dihapus
(3) Dihapus.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) Pasal 11 dihapus dan
ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:
a. Dinas Pariwisata terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

5. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

6. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

7. Unit Pelaksana Teknis; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri
dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

4. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;



7.
8.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Kebudayaan terdiri dari :

1.
2.

7.
8.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Kebudayaan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Kesenian terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

Bidang Cagar Budaya terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

Bidang Sejarah terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdiri dari :

1.
2.

S.
6.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Koordinator Bidang Penanaman Modal terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Koordinator Bidang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari:

1.
2.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan
Industri terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;



f.

8.
9.

Bidang Pelatihan dan Sertifikasi terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Pekerja terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan terdiri dari :

1.
2.

6.

7.
8.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan
Kewirausahaan terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

Bidang Perdagangan terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
terdiri dari :

1.
2.

Kepala Dinas;

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal terdiri dari :

a) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal ;

b) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Sekolah Dasar;

b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Sekolah Dasar; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional.



5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
terdiri dari :

a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

7. Unit Pelaksana Teknis; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Perkebunan terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

6. Bidang Peternakan terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

7. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

8. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Unit Pelaksana Teknis; dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Bidang Layanan e-Government terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari:

a) Seksi Statistik; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional;

8. Unit Pelaksana Teknis; dan
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9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan

Perlindungan Anak terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pengendalian Penduduk dan
Penggerakan terdiri dari Kelompok Jabatan

Fungsional;

4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;

6. Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan
Kualitas Keluarga terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan
Pengawasan Kearsipan terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;

4. Bidang Preservasi dan Layanan Arsip terdiri

dari Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri

dari Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan
Layanan Perpustakaan terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan

c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.



7.
8.

11

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

a) Seksi Kewaspadaan Dini;
b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat terdiri dari :

a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
b) Seksi Ketertiban Umum; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah terdiri dari :

a) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

b) Seksi Penindakan; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

b) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Kesehatan terdiri dari :

1.
2.

7.
8.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Keuangan dan pengelolaan
Aset;

b) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan
Umum;

c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

Unit Pelaksana Teknis ; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Dinas Sosial terdiri dari :

1.
2.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.



6.
7.
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Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.

3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

4. Bidang Bina Marga terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

5. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

6. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

7. Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan
Peralatan terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

8. Unit Pelaksana Teknis; dan

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri
dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,;

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Unit Pelaksana Teknis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

q. Dinas Perikanan terdiri dari :

1.

Kepala Dinas;
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2. Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,;
4. Bidang Kenelayanan terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional,
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.
3. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
b) Seksi Pembinaan Keselamatan dan
Ketertiban Lalu Lintas; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Angkutan terdiri dari :
a) Seksi Angkutan Orang;
b) Seksi Angkutan Barang; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
a) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
b) Seksi Pengujian Kendaraan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri
dari:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.
3. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional;
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Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kawasan Perdesaan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,;

Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan
Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

1.
2.

6.
7.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi
Masyarakat terdiri dari :

a) Seksi Penyuluhan;
b) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan terdiri dari :

a) Seksi Penanggulangan Kebakaran;
b) Seksi Penyelamatan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penunjang dan Pengendalian Pemadam
Kebakaran terdiri dari :

a) Seksi Analisa dan Pengadaan Kebutuhan
Sarana Prasarana;

b) Seksi Pengendalian Sarana Prasarana; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman terdiri dari :

1.
2.

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.

Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional;
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5. Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan
Ultilitas  terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

6. Unit Pelaksana Teknis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

(4) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi
ditetapkan Koordinator pelaksanaan tugas sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-
masing.

(5) Dihapus.

Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
dari:

1.
2.

N

Kepala Badan;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c¢) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang  Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional,

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1.
2.

Kepala Badan;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri
dari :

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
dan

b) Sub Bidang Pemutakhiran Data dan
Teknologi Informasi.

Bidang Penetapan terdiri dari :
a) Sub Bidang Pemeriksaan; dan

b) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan terdiri dari :

a) Sub Bidang Penagihan dan Juru Sita; dan
b) Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain.

Unit Pelaksana Teknis;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dari :

1.
2.

o

Kepala Badan;
Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.

Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi

Kinerja Aparatur terdiri dari :

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri

dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan
Kepegawaian; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Anggaran terdiri dari :

a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;

b) Sub Bidang Pengesahan dan Pengendalian
Anggaran; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional.



17

4. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan
Pelaporan terdiri dari :
a) Sub Bidang Perbendaharaan;
b) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengelola Aset Daerah terdiri dari:

a) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;

b) Sub Bidang Penatausahaan dan
Penghapusan Aset; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional,

5. Bidang Riset, Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

6. Unit Pelaksana Teknis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas masing-
masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan
Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Tugas
dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional hasil
Penyederhanaan Birokrasi diatur dengan Peraturan
Bupati.

8. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
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2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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3. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
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5. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
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8. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
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9. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

uPT

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN f KELOMPOKJABATAN """
UMUM DAN KEUANGAN il FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BINA LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA UMKM DAN PERDAGANGAN
KOPERASI KOPERASI KEWIRAUSAHAAN
| | |
........................... ' 1 ———————————
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN . KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL "l FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL




10. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
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PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM DAN PENEGAKAN PERATURAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KETENTERAMAN DAERAH DAN PERATURAN MASYARAKAT
MASYARAKAT KEPALA DAERAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
—— KEWASPADAAN DINI 1 OPERASIONAL DAN 1 PENYELIDIKAN DAN SATUAN PERLINDUNGAN
PENGENDALIAN PENYIDIKAN MASYARAKAT
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— BIMBINGAN DAN KETERTIBAN UMUM ] PENINDAKAN
PENYULUHAN DATA, INFORMASI DAN
assEsssssssasssasssasssasesssssEsssEsssasssEsssasssssss sassssisssssssssssasssssssisssnsssasssnsssanssananananas PENGADUAN
e — KELOMPOK e
KELOMPOK ] JABATAN I |{ JABATAN KELOMPOK JABATAN
JABATAN FUNGSIONAL UPT I ~i] FUNGSIONAL FUNGSIONAL
FUNGSIONAL FITHITTHIPH T THTTH T T TH TP HTTHTTTY ... .. TP TP T THITTHITTH TP ITTHITTHITTE TP




16. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

UPT

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG
SUB BAGIAN SUB BAGIAN M ssmsaEEssEEssEsssssssEsssssssssssssssssssmssanEEann
KEUANGAN DAN HUKUM, ff;:’ln‘/[ AIZ‘? K
PENGELOLAAN ASET KEPEGAWAIAN DAN FUNGSIONAL
UMUM H H H . . . . H . . H H
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PELAYANAN SUMBER DAYA
MASYARAKAT PENGENDALIAN PENYAKIT KESEHATAN KESEHATAN
] ] ]
@ = & & a a a 3 s 3 & ::::::!:::::I :::::::::!::I ::!:::::::::I
KELOMPOK KELOMPOK i KELOMPOK L] KELOMPOK ]
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL




17. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KEPALA
DINAS

SEKRETARIAT

PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

REHABILITASI SOSIAL

PEMBERDAYAAN SOSIAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

il KELOMPOK
| JABATAN
1| FUNGSIONAL

uPT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK | |
SUB BAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN JABATAN
KEUANGAN FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG




18. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
SUMBER DAYA AIR BINA MARGA CIPTA KARYA TATA RUANG JASA KONSTRUKSI,
PENGUJIAN DAN
PERALATAN
H H H H H H H H H H :l :I H H H H H H H H H H H |! I H H H H H H H H :l H I H H H H H H H H H |: I | |
1 KELOMPOK 1 KELOMPOK { KELOMPOK : "1 KELOMPOK R
] JABATAN il -1 JABATAN - "l JABATAN : | JABATAN | KELOMPOK
| FuNGsiONAL .| FUNGSIONAL .{ FUNGSIONAL - .| FUNGsIONAL .| JABATAN
i i - e i D i i -l e i - - I i - il e - | FUNGSIONAL

UPT



19. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PELAYANAN PENCATATAN PENGELOLAAN INFORMASI
PENDUDUK SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PEMANFAATAN DATA
| | |
I — e [ — | S
.| KELOMPOK o -1 KELOMPOK K i KELOMPOK
| JABATAN «{ JABATAN -1 JABATAN
FUNGSIONAL - | FUNGSIONAL K { FUNGSIONAL

UPT



20. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK | | |
SUB BAGIAN - KELOMPOK ......................
UMUM DAN -1 JABATAN
KEUANGAN ~{ FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA KENELAYANAN PENGEMBANGAN USAHA
PERIKANAN
| | |
:::::::!::::I :::::::::::!I ::!:::::::::I
KELOMPOK -1 KELOMPOK | KELOMPOK
JABATAN E "1 JABATAN - | JABATAN
FUNGSIONAL .| FUNGSIONAL .| FUNGSIONAL

UPT



21. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG
LALU LINTAS ANGKUTAN SARANA DAN
PRASARANA
SEKSI SEKSI SEKSI
MANAJEMEN DAN ANGKUTAN ORANG SARANA DAN
REKAYASA LALU LINTAS PRASARANA
SEKSI SEKSI SEKSI

PEMBINAAN KESELAMATAN ANGKUTAN BARANG PENGUJIAN

DAN KETERTIBAN LALU KENDARAAN

LINTAS s = & & & o o 5 3 3 3 3 3
mEsssisssisssisssasssasssasssssssssssasssasssasssannnnnnn - KELOMPOK seuisusisssisssisssisssasssasssasssasssasssasssasssasnEaenn o
{ KELOMPOK o | JABATAN - "] KELOMPOK o

| JABATAN i .| FUNGSIONAL .| JABATAN

UPT



22. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN, BIDANG
PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEMBERDAYAAN,
MASYARAKAT DAN KAWASAN KESWADAYAAN DAN LEMBAGA
PERDESAAN DESA/KEMASYARAKATAN
| | |
.............. | H H H H H H H H H H H H H H | H H H H H H H H H H H H H .|
KELOMPOK JABATAN |\ '] KELOMPOK JABATAN [ "l KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ...{ FUNGSIONAL ..i FUNGSIONAL

UPT



23. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KEPALA

DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG |

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN

PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENANGGULANGAN PENUNJANG DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

KEBAKARAN DAN

PENGENDALIAN PEMADAM
KEBAKARAN

PENYELAMATAN
SEKSI SEKSI
PENYULUHAN PENANGGULANGAN
KERAKARAN
SEKSI SEKSI
INSPEKSI PROTEKSI PENYELAMATAN
KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

]

SEKSI
ANALISA DAN
PENGADAAN

SEKSI
PENGENDALIAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL




KEPALA
DINAS

24. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PENYELENGGARAAN

PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS
] ]
| |
| KELOMPOK | KELOMPOK i KELOMPOK .
{ JABATAN | JABATAN JABATAN
| FUNGSIONAL | FUNGSIONAL FUNGSIONAL




25. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG
SUB BAGIAN SUB BAGIAN il KELOMPOK
UMUM DAN KEUANGAN "1 JABATAN
KEPEGAWAIAN - FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN, PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUMBER DAYA ALAM KEWILAYAHAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
I I I I
1 || | || || '
| KELOMPOK =il KELOMPOK " il KELOMPOK | KELOMPOK
| JABATAN o "] JABATAN B il JABATAN [i” il JABATAN
| FUNGSIONAL -{| FUNGSIONAL - .{| FUNGSIONAL 4| FUNGSIONAL

UPT



26. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK |
SUB BAGIAN il kELomPOK JaBATAN
KEPEGAWAIAN [
BIDANG BIDANG BIDANG
DATA DAN TEKNOLOGI PENETAPAN PENAGIHAN
INFORMASI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
] PENDAFTARAN DAN ] PEMERIKSAAN ] PENAGIHAN DAN JURU SITA
PENDATAAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
— PEMUTAKHIRAN DATA DAN —— PENETAPAN DAN PEMBUKUAN — PENDAPATAN LAIN LAIN
TEKNOLOGI INFORMASI

UPT



27. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG
MUTASI PROMOSI PENGEMBANGAN SUMBER PENGADAAN,
PENILAIAN DAN EVALUASI DAYA MANUSIA PEMBERHENTIAN DAN
KINERJA APARATUR INFORMASI
| | |
............. | H H H H H H H H H H H H .| H H H H H H H H H H H H |
KELOMPOK - | KELOMPOK | KELOMPOK
JABATAN ) | JABATAN i | JABATAN
FUNGSIONAL ) .| FUNGSIONAL ..| FUNGSIONAL

UPT



28. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

UPT

KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG |
SUB BAGIAN { KELOMPOK JABATAN
KEUANGAN, UMUM DAN FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN
BIDANG
BIDANG PERBENDAHARAAN, BIDANG
ANGGARAN AKUTANSI DAN PENGELOLA
PELAPORAN ASET DAERAH
SUB BIDANG —I
PERENCANAAN SUB BIDANG SUB BIDANG
ANGGARAN PERBENDAHARAAN PEMANFAATAN DAN
PENGAMANAN
SUB BIDANG
PENGESAHAN DAN SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGENDALIAN AI;}EI::E g:!ADl{: N PENATAUSAHAAN DAN

ANGGARAN PENGHAPUSAN ASET

:K:El: :M:P :I{: : : : i i i KELOMPOK T T T T T T LT T LT T LT T T T LTI LT LI I

- AB:TA; | JABATAN "l KELOMPOK
1Y FUNGSIONAL -] JaBaran
FUNGSIONAL H H H H H H H H H H H H H ] FUNGSIONAL



29. STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG
SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUM, KEUANGAN FUNGSIONAL
DAN
KEPEGAWAIAN P T T T I P TR L LR LI R T R P LT A AR LTI IR L IR A F I TR IR E I I LIt
BIDANG BIDANG BIDANG
SOSIAL DAN EKONOMI DAN RISET, INOVASI, ILMU
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
| |
R e e '
KELOMPOK - ] KELOMPOK | KELOMPOK
JABATAN - i JABATAN - 7| JABATAN
FUNGSIONAL - ..] FUNGSIONAL 1| FUNGSIONAL

UPT



30. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

SEKRETARIAT
L |
KELOMPOK JAFUNG
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEXSI
PEMERINTAHAN KETENTERAMAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PELAYANAN
KETERTIBAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN ADMINISTRASI UMUM

l KELURAHAN

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

